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Isu dan Permasalahan

Dalam sepekan terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia tengah mengalami kondisi alam
ekstrem, seperti hujan lebat di Ibu Kota Nusantara yang menghambat pelaksanaan
pembangunan fisik, angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan gagal panen
rumput laut di Kabupaten Pangkajene Sulawesi Selatan, terputusnya pasokan listrik di
Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, dan angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Bogor
Jawa Barat hingga menelan korban jiwa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
telah mengeluarkan peringatan mengenai potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi di awal
September 2024. Fenomena cuaca ini dipengaruhi oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO),
sebuah fenomena iklim yang mengakibatkan peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah
Indonesia. Beberapa daerah di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur diprediksi mengalami hujan
lebat yang disertai angin kencang, sehingga menambah potensi bencana hidrometeorologi.

Potensi terjadinya cuaca ekstrem ini dikarenakan sebagian wilayah Indonesia masuk dalam
masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan yang diperkirakan jatuh pada
dasarian pertama Oktober 2024. Pada masa peralihan musim, kondisi atmosfer cenderung
tidak stabil yang menyebabkan potensi pembentukan awan konvektif yang meningkat. Awan
konvektif berkaitan erat dengan potensi terjadi kilat, angin kencang, puting beliung, bahkan
hujan es. BMKG juga memprediksi tahun 2024 lebih basah dibandingkan tahun 2023 sehingga
kewaspadaan pada bencana seperti tanah longsor, banjir rob, banjir perkotaan perlu
ditingkatkan. Peralihan musim juga erat kaitannya dengan berbagai penyakit seperti infeksi
saluran pernapasan, gangguan pencernaan, hingga demam berdarah. Hal ini diakibatkan
karena fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang menciptakan lingkungan ideal bagi
mikroorganisme penyakit untuk berkembang biak. Selain itu, tubuh manusia juga dipaksa untuk
beradaptasi pada perubahan suhu dalam waktu cepat yang kemudian dapat memicu gangguan
daya tahan.

Melihat kondisi 75% kota besar di wilayah Indonesia terletak di pesisir dan 42 juta orang tinggal
pada daerah kurang dari 10 meter di atas permukaan laut, maka hampir seluruh masyarakat
Indonesia berisiko tinggi terpapar cuaca ekstrem. Belum lagi kelompok rentan yang
mengandalkan pencaharian pada alam seperti petani kecil, nelayan tradisional, dan masyarakat
adat, serta kelompok rentan yang memiliki keterbatasan seperti penyandang disabilitas, anak-
anak, dan lansia akan menanggung dampak paling berat akibat cuaca ekstrem.

Dalam menghadapi peningkatan cuaca ekstrem di Indonesia, mitigasi perlu difokuskan pada
sistem pengelolaan bencana oleh pemerintah. Perluasan diseminasi serta akses informasi
kepada masyarakat dan lintas Kementerian/Lembaga perlu terus menerus dilakukan untuk
mengurangi kerugian karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Informasi mengenai cuaca ekstrem haruslah mudah diakses masyarakat, disampaikan dengan
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jelas dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Selain itu, tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap informasi juga perlu dijaga dengan meningkatkan akurasi model prediksi
cuaca dan peringatan dini bencana. Masyarakat dapat mengakses aplikasi ‘infobmkg” sebagai
early warning system terhadap kondisi cuaca, gempa bumi, dan kualitas udara.

Modifikasi cuaca juga perlu dilakukan terutama di wilayah yang beresiko tinggi mengalami
banjir, salah satunya di Kalimantan Timur. Modifikasi cuaca ini bertujuan untuk mengontrol
curah hujan dan mengurangi potensi bencana. Koordinasi antara berbagai pihak, baik pusat
maupun daerah, perlu diperkuat dalam penanggulangan bencana akibat cuaca ekstrem.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun mitigasi bencana dan
mempersiapkan infrastruktur yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem. Selain itu, pemerintah
juga perlu melakukan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air sehingga dapat
menampung kelebihan jumlah air pada musim penghujan mendatang. Lokasinya perlu
difokuskan pada daerah-daerah pesisir sungai, daerah pertanian dan perkebunan, budidaya
perikanan dan tanaman, daerah industri, serta pemasok listrik.

Selanjutnya, juga penting untuk memiliki rencana pemulihan yang komprehensif pascabencana.
Pemerintah harus memiliki rencana yang matang ketika bencana terjadi seperti bagaimana
akses bantuan cepat dan tepat sasaran, serta perencanaan pemulihan infrastruktur yang rusak.
Selain itu juga, masyarakat di lokasi rawan bencana perlu dilatih untuk menangani situasi
darurat, seperti pertolongan pertama dan evakuasi korban.

Sejumlah wilayah di Indonesia tengah dilanda cuaca ekstrem imbas dari peralihan
musim dari musim kemarau menjadi penghujan. Dengan banyaknya masyarakat
yang tinggal di dataran rendah dan pesisir pantai serta banyaknya kelompok
rentan yang memiliki keterbatasan fisik dan mengandalkan pencaharian pada
alam, kewaspadaan di sektor bencana dan kesehatan perlu ditingkatkan. Hal ini
perlu menjadi perhatian Komisi V DPR Rl dalam fungsi pengawasan dan anggaran
dengan mendorong pemerintah melalui BMKG, Kementerian PUPR, dan Basarnas
untuk memperkuat sistem pengelolaan bencana, baik dalam perluasan diseminasi
informasi, memastikan ketermudahan dan kesesuaian akses informasi,
peningkatan akurasi sistem peringatan dini, koordinasi penanggulangan bencana
dengan memerhatikan kelompok rentan. Kementerian PUPR juga perlu melakukan
optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air sehingga siap digunakan pada
musim penghujan bulan Oktober mendatang. Selain itu, Komisi V DPR RI perlu
mendorong kolaborasi BNPB, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Ketahanan
Pangan, BMKG, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam rangka
mitigasi dan penanganan pascabencana.
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